Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id  PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memerika dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan perkara permohonan cerai Talak antara;

PEMOHON Islam, Pendidikan terakhir ~SD, Pekerjaan Pedagang,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan H. Arief Gg. Harapan
Baru No.614 RT.001 RW.004 Kelurahan Tembilahan Hulu
Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan :

TERMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, 16 Juni 1984, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan H. Arief (Toko Pepaya Malaysia)
RT.004 RW.004 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan
Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23
Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan,
dengan register Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 24 Maret 2021, dengan
dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da
Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada
hari Rabu, tanggal 10 November 2004 M atau 27 Ramadhan 1425 H dan
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putus afigarah kelerPayaveal Pehcatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor: 842/27/X11/2004, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA
tersebut tanggal 13 Desember 2004 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon
berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon
pertama kali bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat
di Desa Kuala Muda Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan
Tembilahan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak
di Jalan H. Arief (Toko Pepaya Malaysia) RT.004 RW.004 Kelurahan
Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
4, Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah
dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu :
- SAKSI |, lahir di Tembilahan, 22 Januari 2006, sekolah kelas 3 SLTP,
tinggal bersama Termohon.
- SAKSI I, lahir di Tembilahan, 05 Oktober 2012, sekolah kelas 2 SD,
tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan
Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011,
Hubungan Pemohon dan Termohon mulai sudah berjalan tidak rukun dan
tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dikarenakan :
- Termohon menjalin cinta dengan lelaki dengan laki-laki yang
bernama ‘AMIN’ yang di ketahui Pemohon dari sms dari handphone
Termohon, dan di akui oleh Termohon;
- Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri,
jarang mengurus Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak
di hargai sebagai seorang suami;
- Termohon jika di nasehati sering tidak menurut, bahkan jika marah
sering menghancurkan barang-barang di sekitar Termohon;
6. Bahwa pada bulan Desember 2020 Pemohon pernah mengajukan

permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan, akan tetapi di
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putusarabidiofeinRER@I0E - Barétha masih memberi kesempatan kepada Termohon,

dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada Februari 2021 M, yaitu dikarenakan Termohon tidak
mengurus Pemohon, bahkan urusan makan pun tidak di layani oleh
Termohon, serta Termohon yang tidak pernah menyapa Pemohon walaupun
dalam 1 rumah, membuat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran,
sehingga berujung dengan di usirnya Pemohon dari rumah, dan Pemohon
pulang kerumah orang tua Pemohon di Jalan H. Arief Gg. Harapan Baru
RT.001 RW.004 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sejak saat itu antara Pemohon
dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi
layaknya suami isteri sampai dengan sekarang ini.

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha
mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon bahkan
sudah di upayakan untuk rujuk kembali, dan sudah di beri kesempatan oleh
Pemohon, namun tidak berhasil, dikarenakan Termohon tidak ada itikat baik
untuk berubah, sehingga perdamaian tidak terwujud.

9. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah
1 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon
merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon
sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan
permohonan perceraian dari Pemohon.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
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putusa.mahkpembegUujig -Bépdda Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu Raji kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan

Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai
kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas
panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon
agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan
Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan
perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan
dibacakan surat Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 842/27/X11/2004 tanggal 13 Desember 2004
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah diberi
meterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan
telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, (bukti P);

B. Saksi:
1. SAKSI I, umur 38 tahun. Saksi adalah Sepupu Pemohon dan di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Helen;
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putusan.mahkparv@Peniohorberstatus perjaka, sementara Termohon berstatus

perawan;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2004, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di Desa Kuala Muda Kelurahan Seberang Tembilahan
Kecamatan Tembilahan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan
yang terletak di Jalan H. Arief (Toko Pepaya Malaysia) RT.004 RW.004
Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak pertengahan Tahun 2011, hubungan Pemohon dan
Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon hanya bertengkar
mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain,
Termohon jarang menjalankan kewajibannya kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi Desember 2020, terjadi pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon, dan
tidak saling tegur sapa;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon
telah pisah tempat tingal selama 1 bulan lebih;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami
isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati agar rumah tangga
Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI I, umur 24 tahun, Saksi adalah Adik Kandung Pemohon dan di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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putusan.mahkBarategaks Kendl dengan Termohon namanya Helen;

- Bahwa Pemohon berstatus perjaka, sementara Termohon berstatus

perawan;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2004, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di Desa Kuala Muda Kelurahan Seberang Tembilahan
Kecamatan Tembilahan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan
yang terletak di Jalan H. Arief (Toko Pepaya Malaysia) RT.004 RW.004
Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah;

- Bahwa sejak pertengahan Tahun 2011, hubungan Pemohon dan
Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon hanya bertengkar
mulut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain,
Termohon jarang menjalankan kewajibannya kepada Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi Desember 2020, terjadi pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon, dan
tidak saling tegur sapa;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon
telah pisah tempat tingal selama 1 bulan lebih;

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami
isteri;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati agar rumah tangga

Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
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putusan.Bafikamremohod - delith mencukupkan dengan alat bukti yang telah

diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang
pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah
dipanggil secara sah berdasarkan relaas penggilan yang dibacakan di
persidangan, namun tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya
tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak
hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan
tanpa hadirnya Temohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon
(verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara
permohonan Cerai Talak dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan masih
beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka
sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaiakan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2
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pPeradirdnaiframeirgh n)emodl 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap

persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat

mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai
hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan
dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang
Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta
autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup
(dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah
memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301
R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut
diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa,
Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 November 2004, data
mana sesuai dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk
dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang
sah dan oleh karenananya Pemohon mempunyai legal standing mengajukan
permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat
disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang
diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya antara suami istri telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dengan
penyebab antara lain: Termohon suka berkata-kata kasar, kurang perhatian
kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon
telah mangajukan bukti dua orang saksi, keduannya telah dewasa, sehat jasmani
dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya

dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara
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Pt HsHgahN UK YeRdiAcsenditiosérta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah
memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;
Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan

rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat,
didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-
masing saksi dinilai saling mempunyai keterkaitan, yaitu bahwa kondisi rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan
di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta yang terbukti di
persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah,
yang menikah pada tanggal 10 November 2004 dan telah dikaruniai 2 orang
anak;

2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan
Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan jarang melayani Pemohon;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan Desember 2020, yang disebabkan Termohon tidak
mengurus Pemohon;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon
dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 bulan lebih;

5. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun
kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan yang
akibatnya sejak Desember 2020 Pemohon dengan Termohon tidak pernah
berkumpul lagi selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian
adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap

dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru
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P akapamenahtain Pamgartppetaitygaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami

istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu

pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka
dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik
untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab Al-
Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59 yang berbunyi:

Alao) | wd> o o | ouww Laad 115

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar
kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
perlu mengetengahkan dalil syar’i, yaitu firman Allah, SWT dalam Surah Al-
Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

A2 gai alll 363U 15252 01 5
Artinya :“Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal
19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya
patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan
Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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putusan.mahgingat) akandsemif pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Tembilahan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1442 Hijriyah. Oleh kami
GUSHAIRI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dan AMRY SAPUTRA, S.H serta
MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang
sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

GUSHAIRI, S.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

Panitera Pengganti,
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putusan.mahkamahagung.go.id
ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan © Rp 255.000,00
PNBP relaas panggilan : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai . Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 375.000,00
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